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ABSTRAK 
FATIHA WIRAYULIA NUR KHAAFIDHU, 5116500075, PELAKSANAAN 
MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN 
DI WILAYAH HUKUM POLSEK BREBES. 
 
Pendekatan mediasi penal digunakan untuk melindungi korban, 
menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan 
yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara, 
serta mengurangi adanya penumpukan perkara untuk menyederhanakan proses 
peradilan. Penulis menemukan daerah yang menerapkan pendekatan mediasi 
penal ini, salah satunya di wilayah hukum Polsek Brebes. Dalam hal ini, maka 
permasalahan yang diangkat oleh peenulis mengenai jenis-jenis tindak pidana 
ringan yang terjadi, serta mengetahui bagaimana proses penyelesaian tindak 
pidana ringan melalui mediasi penal di Polsek Brebes. 
Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu 
menggunakan metode penelitian normatif. Dimana penulis selain menggunakan 
sumber bahan hukum hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 
tertier serta melakukan wawancara dengan pihak terkait untuk mendapatkan 
sumber bahan mengenai jenis-jenis dan penyelesaian tindak pidana ringan melalui 
mediasi penal di wilayah Polsek Brebes.  
Berdasarkan hasil penelitian ini, dari tahun 2014 sampai tahun 2018 terdapat 
15 kasus yang diselesaikan melalui pendekatan mediasi penal, yang mana proses 
penyelesaiannya dilakukan sebagai berikut: Laporan dari korban atau pihak ketiga 
kepada Polisi; Kepolisian melakukan penyelidikan terhadap kasus yg dilaporkan; 
jika kasus tersebut masuk dalam perkara pidana maka, kepolisian melakukan 
tindakan penyidikan; kemudian Kepolisian mempertemukan kedua belah pihak 
untuk melaksanakan musyawarah untuk menentukan penyelesaian kasus apakah 
melalui pengadilan atau mediasi penal; Jika kedua belah pihak setuju untuk 
menyelesaikan melalui mediasi penal, maka pihak Kepolisian akan menjadi 
mediator dalam penyelesaian kasus tersebut; Hasil kesepakatan dari para pihak 
akan menghasilkan surat kesepatakan bersama yang berisi bahwasanya para pihak 
saling memaafkan dan bertanggungjawab satu sama lain.  
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pendekatan mediasi penal telah 
diterapkan dalam pengenyelesaian beberapa kasus tindak pidana ringan di wilayah 
hukum Polsek Brebes. Dalam hal pengawasan Kepolisian Polsek Brebes 
melakukan pendampingan terhadap aturan-aturan hukum, memberikan berbagai 
fasilitas bagi kegiatan masyarakat, memberikan akses yang mudah kepada  
masyarakat, serta melayani segala urusan yang dibutuhkan masyarakat dengan 
semaksimal mungkin agar tercapainya keamanan, ketertiban, dan ketentraman 
dalam masyarakat.  
 
Kata kunci :tindak pidana ringan, mediasi penal, kepolisian 
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ABSTRACT 
 
FATIHA WIRAYULIA NUR KHAAFIDHU, 5116500075, 
IMPLEMENTATION OF PENAL MEDIATION IN COMPLETION OF 
LIGHT CRIME FOLLOWS IN THE BREBES POLICE LAW AREA. 
 
The penal mediation approach is used to protect victims, avoid the negative 
effects of the criminal justice system and the existing criminal system, especially 
in finding alternative alternatives to imprisonment, and reduce the accumulation 
of cases to simplify the judicial process. The author finds areas that apply this 
approach to mediation of penalties, one of which is in the jurisdiction of the 
Limits Police. In this case, the issues raised by the authors regarding the types of 
minor crimes that occurred, as well as knowing how the process of resolving 
minor criminal offenses through mediation of penalties at the Brebes Police 
Station. 
The research method carried out by the authors in this study is to use 
normative research methods. Where the authors besides using the source of 
primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials as 
well as conducting interviews with related parties to obtain material sources 
regarding the types and settlement of minor criminal offenses through the 
mediation of penalties in the Brebes Regional Police area. 
Based on the results of this study, from 2014 to 2018 there were 15 cases 
which were resolved through the mediation of the penal approach, which the 
settlement process was carried out as follows: Report from the victim or third 
party to the Police; Police conduct investigations of reported cases; if the case is 
included in a criminal case, the police conduct an investigation; then the Police 
bring the two sides together to hold a deliberation to determine the resolution of 
the case whether through court or mediation of penalties; If both parties agree to 
resolve through mediation of the law, the Police will become the mediator in the 
settlement of the case; The results of the agreement of the parties will produce a 
letter of agreement that contains that the parties forgive and take responsibility for 
each other. 
The conclusion of this research is that the penal mediation approach has 
been applied in the settlement of several cases of minor criminal offenses in the 
jurisdiction of the Brebes District Police. In terms of monitoring the Police Brebes 
Police provide assistance to the rule of law, provide various facilities for 
community activities, provide easy access to the community, and serve all the 
affairs needed by the community to the maximum extent possible to achieve 
security, order, and peace in the community. 
 
Keywords: minor criminal offenses, mediation of penalties, police 
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1 
BAB  I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Penyelesaian tindak pidana ringan di Indonesia saat ini menarik 
perhatian publik, karena penanganannya dianggap tidak lagi proporsional 
dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang diatur. Pokok persoalan yang 
ada, menurut beberapa analisa, batasan tindak pidana tersebut tidak pernah 
lagi diperbaharui sejak tahun 1960. Pengaturan tindak pidana ringan saat ini 
diasumsikan sebagai semacam perlindungan dari adanya penegakan hukum 
yang tidak proporsional terhadap tindak pidana yang (kerugiannya) 
dianggap tidak serius. Logika bahwa penentuan tindak pidana ringan ini 
berhubungan dengan proses penanganan di pengadilan, meski mungkin 
dengan alasan berbeda, dapat ditemukan kembali dalam KUHAP yang 
kemudian berlaku di Indonesia
1
. 
Menurut M. Yahya Harahap Pemeriksaan Sidang Pengadilan, 
Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali menyatakan antara lain bahwa 
Tipiring merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam 
acara pemeriksaan tindak pidana ringan
2
. Tetapi,Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan 
                                                 
1
 Leonardo O. A. Pandensolang , 2015, Kajian Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Proses 
Peradilan Pidana. Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015 24, Universitas Sam 
Ratulangi. Hlm. 75 
2
 Yahya Harahap. 2009, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Sinar Grafika. 
Jakarta, hlm. 99. 
2 
 
 
mengenai tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan. 
Namun, KUHAP menentukan patokan dari segi “ancaman pidananya”.  
Beberapa kasus tindak pidana ringan khususnya kasus pencurian yang 
terjadi di Indonesia yang relatif kecil nilai kerugian ekonomisnya yaitu 
kasus Nenek Minah yang diadili karena mencuri tiga butir buah kakao, 
kasus Basar dan Kholil diajukan ke persidangan karena mencuri semangka, 
serta kasus seorang anak berinisial AP (13 tahun) yang didakwa mencuri tali 
timba yang sangat menarik perhatian yang cukup besar baik bagi 
masyarakat umum maupun para pelaku dan pemerhati hukum.  
Mengajukan kasus diatas ke persidangan untuk 
mempertanggungjawabkan perbuatan para pelaku memang seharusnya 
dilakukan, karena setiap tindak pidana harus diproses samapi selesai, baik 
melalui proses hukum pidana ataupun dengan peraturan 
perundangundangan. Tetapi, subsansi atau peraturan perundnag-undnagan 
yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. 
Para pelaku pencurian ringan tersebut harus mengikuti persidagan pidana 
dengan acara pemeriksaan biasa dengan dakwaan Pasal 362 atau Pasal 363 
KUHP yang ancaman pidananya penjara paling larna 5 atau 7 tahun, karena 
batasan tindak pidana pencurian ringan yang ditentukan dalam Pasal 364 
KUHP sangat kecil jika dibandingkan dengan harga barang dan nilai uang 
pada kondisi terkini. Pasal 364 KUHP menentukan bahwa pencurian ringan 
hanya dapat didakwakan terhadap pencurian dengan harga barang yang 
dicuri tidak lebih dari Rp 250,00 (dua ratus tima puluh rupiah).  
3 
 
 
Permasalahan dalam penyelesaian tersebut dirasa kurang memiliki 
keadilan, ketika banyak pelaku tindak pidana korupsi yang mencuri uang 
Negara dengan jumlah besar hanya dijatuhi pidana yang terlalu ringan, 
bahkan masih banyak pelaku tindak pidana korupi belum diperiksa atau 
ditindak lanjuti oleh para penegak hukum.rupiah). Permasalahan dalam 
penyelesaian tersebut dirasa kurang memiliki keadilan, ketika banyak 
pelaku tindak pidana korupsi yang mencuri uang Negara dengan jumlah 
besar hanya dijatuhi pidana yang terlalu ringan, bahkan masih banyak 
pelaku tindak pidana korupi belum diperiksa atau ditindak lanjuti oleh para 
penegak hukum
3
. 
Hal diatas memunculkan adanya pendekatan mediasi penal atau 
penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan, untuk melindungi korban, 
menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem 
pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari 
pidana penjara, serta mengurangi adanya penumpukan perkara untuk 
menyederhanakan proses peradilan.  
Dari berbagai ketentuan di berbagai negara dapat diidentifikasikan, 
bahwa mediasi sebagai salah satu bentuk Alternative Dispute Resolution 
atau ADR dimungkinkan dalam perkara pidana; namun tetap diberi 
payung/kerangka hukum (mediation within the framework of criminal law), 
yang bisa diintegrasikan dalam hukum pidana materiil (KUHP) atau hukum 
pidana formal (KUHAP), atau dalam Undang-Undang khusus. Di beberapa 
                                                 
3
 Dwi Hananta, 2017, Menggapai Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Pencurian Ringan, 
Bandung, Mandar Maju. hlm. 234 
4 
 
 
negara lain, mediasi penal dimungkinkan untuk tindak pidana yang 
dilakukan oleh anak dan untuk kasus KDRT. Di Indonesia, ketentuan 
mediasi penal terdapat pula dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak
4
. Serta pada ketentuan Gugurnya Kewenangan Penuntutan dan 
Pelaksanaan Pidana di dalam Konsep RKUHP dalam ketentuan Pasal 152 
(RKUHP 24 februari 2017) mengenai Kewenangan penuntutan gugur, pada 
huruf d
5
. Maka dimungkinkannya penyelesaian perkara pidana di luar 
pengadilan. Meskipun belum terdapatnya pengaturan yang secara mendetail, 
namun tentunya akan diatur lebih lanjut di dalam Rancangan KUHAP. Saat 
ini, hukum adat di Indonesia yang berlandaskan alam pikiran kosmis, magis 
dan religius sudah lama mengenal lembaga mediasi penal ini, antara lain di 
Sumatera Barat, Aceh, dan hukum adat Lampung
6
. Bahkan di Aceh (NAD) 
sudah dituangkan dalam Peraturan DaerahPropinsi Daerah Istimewa Aceh 
Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.  
Pendekatan mediasi penal belum sepenuhnya berlaku dan digunakan 
di Indonesia. Tetapi, didalam praktek yang penulis temukan terdapat daerah 
yang menerapkan pendekatan mediasi penal, salah satu nya di wilayah 
hukum Polsek Brebes. Dalam satu tahun terakhir sudah beberapa kasus yang 
                                                 
4
 Pasal 76 Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas: e. melakukan mediasi atas sengketa 
pelanggaran Hak Anak 
5
 Pasal 152 (RKUHP 24 februari 2017) mengenai Kewenangan penuntutan gugur, pada huruf d 
(berbunyi: telah ada penyelesaian di luar proses peradilan pidana) 
6
 Hilman Hadikusuma. 1979. Hukum Pidana Adat. Bandung: Alumni; dan Natangsa Surbakti, 
Gagasan Lembaga Pemberian Maaf Dalam Konteks Kebijakan Pembaharuan Sistem 
Peradilan Pidana di Indonesia, Tesis S2 Hukum UNDIP, 2003.  
5 
 
 
telah diselesaikan dengan cara pendekatan mediasi penal, contohnya pada 
kasus penganiayaan yang terjadi pada bulan Januari 2018 lalu, pada kasus 
tersebut para pihak setuju untuk tidak melanjutkan ke meja hijau, tetapi para 
pihak setuju untuk membuat surat kesepakatan bersama, dalam proses 
menuju kesepakatan bersama atau penyelesaian secara mediasi ini ditunjuk 
mediator yaitu dari pihak Kepolisian. Ke meja hijau, tetapi para pihak setuju 
untuk membuat surat kesepakatan bersama, dalam proses menuju 
kesepakatan bersama atau penyelesaian secara mediasi ini ditunjuk mediator 
yaitu dari pihak Kepolisian. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka 
penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 
1. Apa saja bentuk-bentuk tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan 
tanpa Proses Pengadilan di Polsek Brebes?  
2. Bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana ringan yang melalui 
pendekatan mediasi penal di Polsek Brebes?  
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah: 
1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana ringan yang dapat 
diselesaikan tanpa Proses Pengadilan. 
6 
 
 
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian tindak pidana 
ringan yang melalui pendekatan mediasi penal, sehingga dari proses 
tersebut dapat diketahui sejauh mana pendekatan mediasi penal 
dipraktekkan di Indonesia dalam proses pendekatan tindak pidana 
ringan.  
 
D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penulis simpulkan 
manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis, hasil penelitian ini memberikan wawasan 
terhadap pembaca mengenai bentuk-bentuk tindak pidana ringan yang 
dapat diselesaikan tanpa proses pengadilan dan proses penyelesaian 
tindak pidana ringan yang melalui pendekatan mediasi penal, sehingga 
dari proses tersebut dapat diketahui sejauh mana pendekatan mediasi 
penal dipraktekkan di Indonesia dalam proses pendekatan tindak 
pidana ringan 
2. Manfaat Praktis 
Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
wawasan tentang proses penyelesaian tindak pidana ringan yang 
melalui pendekatan mediasi penal. 
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E. Tinjauan Pustaka 
Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan 
penulis sebagai berikut: 
1. James Hasudungan Hutajulul, Prija Djatmika, Ismail Navianto dengan 
judul “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa 
Pencurian Ringan (Studi di Polsek Malang Kota)”. Fakultas Hukum 
Universitas Brawijaya Malang 2015. Membahas tentang Penelitian 
mengenai pelaksanaan mediasi penal pada tindak pidana pencurian 
ringan oleh Polsek Malang Kota bertujuan untuk mengetahui dan 
menganalisis digunakannya mediasi penal serta menganalisis 
pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara. 
Hasil penelitian yang diperoleh antara lain: Polsek Malang Kota 
melakukan mediasi penal dengan alasan agar tercipta rasa keadilan 
terhadap para saksi sehingga masyarakat puas atas pelayanan yang 
dilakukan penyidik. Selain itu, langkah-langkah yang dilakukan dalam 
penerapan mediasi penal ini adalah mempertemukan para pihak, 
penyidik menyaksikan pengembalian barang yang dicuri oleh pelaku, 
membantu membuat surat kesepakatan bersama, menerima surat 
pencabutan perkara serta melakukan gelar perkara. 
2. Cucuk Sudarsono, yang berjudul Pelaksanaan Mediasi Penal Dalam 
Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan. Unnes Law Jurnal 4 (1) 
(2015). http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj Membahas tentang 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum pelaksanaan 
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medisai penal terhadap kasus penganiayaan di Polsek Gunungpati 
Kota Semarang, dan untuk mengetahui cara pelaksanaan mediasi 
penal yang dilakukan di Polsek Gunungpati Kota Semarang untuk 
memperoleh kesepakatan damai antara korban penganiayaan dan 
pelaku penganiayaan. Metode penelitian menggunakan jenis 
penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil 
penelitian yaitu bahwa dasar hukum pelaksanaan mediasi penal di 
Polsek Gunungpati Kota Semarang pada saat ini belum ada dasar 
hukumnya secara integral yang mengatur jenis tindak pidana apa yang 
bisa diselesaikan secara mediasi penal di Kepolisian. Cara 
pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan di Polsek Gunungpati Kota 
Semarang untuk memperoleh kesepakatan damai antara korban 
penganiayaan dan pelaku penganiayaan adalah dilakukan disebuah 
ruangan khusus di Polsek Gunungpati Kota Semarang agar para pihak 
bernegoisasi untuk memperoleh kesepakatan damai dengan seorang 
mediator dari penyidik Polsek Gunungpati Kota Semarang. Model 
mediasi penal yang dipakai oleh Polsek Gunungpati Kota Semarang 
adalah model mediasi penal Victim-Offenders Mediation dan Family 
and Community Group Conferences. Simpulan penelitian ini adalah 
acuan pelaksanaan mediasi penal merujuk pada groun norm yaitu 
Pancasila Sila ke-5, UUD 1945 dan pasal-pasal secara parsial yang 
tercantum di dalam KUHAP, dan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 
Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan mediasi 
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penal dalam penyelesaian tindak pidana di Polsek Gunungpati Kota 
Semarang menggunakan model mediasi penal Victim-Offenders 
Mediation dan penal Family and Community Group Conferences.  
 
F. Metodologi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian 
hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson dalam 
Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum 
doktrinal adalah sebagai berikut : “doctrinal research: research wich 
provides a systematic exposition of the rules goverming a particular 
legal kategory, analyses the relationship between rules, explain areas 
of difficullty and, perhaps, predicts future development.” (Penelitian 
doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis 
aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis 
hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin 
memprediksi pembangunan masa depan)
7
. 
Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian 
hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan 
atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan 
hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahanbahan hukum 
                                                 
7
 Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 
98 
10 
 
 
yang lain
8
. Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara 
meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari 
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 
tertier.  
Ilmu hukum mempunyai karakter yang khas, yaitu sifatnya yang 
normatif, praktis dan preskriptif
9
. “Sebagai ilmu yang bersifat 
preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai 
keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-
norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menentapkan 
standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam 
melaksanakan aktivitas hukum”10. Penelitian yang dikaji penulis 
dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif, 
yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil 
penelitian yang telah dilakukan. 
 
2. Pendekatan Penelitian 
Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang 
digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter mahmud Marzuki 
adalah sebagai berikut
11
: 
a. Pendekatan kasus ( case approach )  
                                                 
8
 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2004, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-8, Jakarta, 
Raja Grafindo Persada, hlm. 14 
9
 hilipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, Argumentasi Hukum, Yogyakarta, Gadjah 
Mada University Press, hlm.1 
10
 Op.cit, hlm 22 
11
 Peter Mahmud Marzuki, Op.cit, hlm 93 
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b. Pendekatan perundang-undangan ( statute approach )  
c. Pendekatan historis ( historical approach )  
d. Pendekatan perbandingan ( comparative approach )  
e. Pendekatan konseptual ( conceptual approach )  
Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa 
pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (statute 
approach) dan pendekatan kasus (the case approach). Pendekatan 
perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan 
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut 
dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah 
pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap 
kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah 
menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
yang tetap
12
. 
 
3. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data 
Sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti 
diambil dan diolah dari bahan dokumen kepustakaan
13
. Untuk 
mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan 
dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan 
                                                 
12
 Ibid, hlm 24 
13
 Ibid, hlm. 317. 
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hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang 
berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan 
perundang-undangan,catatan resmi, risalah dalam pembuatan 
perundang-undangan dan putusan hakim
14
. Dalam penelitian ini 
bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :  
1) Undang-Undang Dasar 1945.  
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  
3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  
4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia.  
5) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian 
Masyarakat. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena 
buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan 
pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai 
kualifikasi tinggi
15
. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder 
yang digunakan meliputi :  
1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum;  
2) Makalah-makalah  
                                                 
14
 Ibid, hlm 141 
15
 Peter Mahmud Marzuki, Ibid, hlm 142 
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3) Jurnal ilmiah  
4) Artikel ilmiah 
c. Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. 
Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan 
meliputi :  
1) Kamus Besar Bahasa Indonesia  
2) Kamus hukum  
3) Situs internet yang berkaitan dengan penanggulangan 
tindak pidana ringan melalui pendekatan non penal. 
 
4. Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh 
bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum 
yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini 
adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah 
suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan 
hukum tertulis dengan mempergunakan content analisis
16
. Teknik ini 
berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan 
mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, 
laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun 
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 Peter Mahmud Marzuki, Ibid, hlm 21 
14 
 
 
elektronik yang berhubungan dengan penanggulangan tindak pidana 
ringan melalui pendekatan non penal.  
 
5. Metode Analisis Data 
Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat 
Philipus M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana 
silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode 
deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang 
bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), 
dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau 
conclusion. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme 
hukum tidak sesederhana silogisme tradisional
17
. Penelitian ini 
menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika 
deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu 
menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya 
menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Analisis dilakukan dengan 
melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu 
yang dihadapi saat ini.  
Kemudian menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan 
perundang-undangan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap kasus 
terkait dan peraturan perundang-undangan tersebut dengan melakukan 
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 Ibid, hlm 47 
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penafsiran terhadap undang-undang, untuk kemudian ditarik 
kesimpulan dari hasil analisis tersebut. 
Dalam penelitian hukum ini peraturan perundang-undangan 
yang penulis inventarisasi terdiri dari :  
a. Undang-Undang Dasar 1945.  
b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  
c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  
d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia.  
e. Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian 
Masyarakat.  
Penafsiran terhadap undang-undang yang dipergunakan dalam 
penelitian ini adalah :  
a. Penafsiran Gramatikal  
Penafsiran gramatikal adalah menafsirkan undang-undang 
menurut arti perkataan (istilah). Antara bahasa dengan hukum 
terdapat hubungan yang erat sekali. Bahasa merupakan alat satu-
satunya yang dipakai pembuat undang-undang untuk 
menyatakan kehendaknya, tetapi adakalanya pembuat undang-
undang tidak dapat merangkai kata-kata yang tepat.-kata yang 
tepat
18
. Oleh karena itu, Penulis wajib mencari kata yang 
dimaksud yang lazim dipakai sehari-hari, dan juga dapat 
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 Yudha Bhakti Ardiwisastra, 2012, Penafsiran dan Konstruksi Hukum, Bandung, Alumni, hlm.9 
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menggunakan kamus bahasa atau meminta penjelasan langsung 
dari ahli bahasa.  
b. Penafsiran Sistematis  
Penafsiran sistematis adalah menafsirkan undang-undang 
dengan jalan menghubungkan pasal yang satu dengan pasal 
yang lain dalam suatu perundang-undangan atau dengan 
undang-undang lain.
19
 Terjadinya suatu undang-undang selalu 
berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak 
ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari 
keseluruhan sistem perundang-undangan. Setiap undang-undang 
merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-
undangan. Selanjutnya data tersebut dicatat secara sistematis 
dan konsisten, sehingga data-data yang diperoleh dalam 
penelitian ini dapat ditulis dengan penatalaksananya secara 
kritis, logis, dan sistematis, sehingga nantinya dapat 
mengungkap suatu norma dari suatu permasalahan.  
 
G. Rencana Sistematika Penulisan 
Rencana laporan penelitian ini akan disusun dalam empat bab yang 
masing-masing saling berkaitan. Keempat bab tersebut sebagai berikut: 
BAB I penulisan skripsi yang ditulis oleh Penulis mencakup mengenai 
PENDAHULUAN yang terdiri Latar Belakang Masalah, Perumusan 
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 Yudha Bhakti Ardiwisastra, 2012, Penafsiran dan Konstruksi Hukum, Bandung, Alumni, hlm.11 
17 
 
 
Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Tinjauan Pustaka, Metode 
Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.  
BAB II KAJIAN PUSTAKA, penulisan skripsi yang ditulis oleh 
Penulis ini mengenai “Tindak Pidana Rinngan dan Kepolisian Negara 
Republik Indonesia dimana dalam pembahasannya terdiri dari Pengertian 
dan Jenis-jenis Tindak Pidana Ringan, Dasar Hukum dan Mekanisme 
Pemeriksaan Tindang Pidana Ringan, dan Penegakan Tindak Pidana Ringan 
melalui Restorative justice. dan Kepolisian Negara Republik Indonesia 
terdiri dari Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum di Indonesia, 
Wewenang, Tugas dan Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, serta Kewenangan Kepolisian dalam Menyelesaikan Tindak 
Pidana Ringan melalui Mediasi Penal.  
BAB III penulisan skripsi yang ditulis oleh Penulis ini mengenai 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang mana meneliti dan 
menganalisis tentang bentuk tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan 
tanpa Proses Pengadilan di Polsek Brebes, dan selanjutnya meneliti dan 
menganalisis tentang proses penyelesaian tindak pidana ringan yang melalui 
pendekatan mediasi penal di Polsek Brebes.  
BAB IV dalam penulisan skripsi yang ditulis oleh Penulis mengenai 
PENUTUP yang mana terdiri dari kesimpulan yang berguna untuk 
menjawab rumusan masalah yang dibuat oleh Penulis, dan selanjutnya 
dilengkapi dengan saran yang membangun dari Penulis sendiri.  
DAFTAR PUSTAKA 
  
18 
BAB  II 
KAJIAN TEORI 
 
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Tindak Pidana Ringan 
1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana 
a. Pengertian Tindak Pidana  
Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang 
sering disebut dengan strafbaarfeit. Para pembentuk undang-undang 
tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai 
strafbaarfeit itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai 
strafbaarfeit tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana 
dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta 
delik.  
Istilah “strafbaar feit” sendiri yang merupakan bahasa Belanda 
tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu straf yang berarti hukuman 
(pidana), baar yang berarti dapat (boleh), dan feit yang berarti tindak, 
peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah strafbaarfeit adalah 
peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana
20
.  
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Menurut Pompe dalam Bambang Poernomo, pengertian 
Strafbaar feit dibedakan menjadi 
21
: 
b. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma 
yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam 
dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan 
menyelamatkan kesejahteraan umum. 
c. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang 
diancam pidana. Sementara kata “delik” berasal dari bahasa 
Latin, yakni delictum. Dalam bahasa Jerman disebut delict, 
dalam bahasa Prancis disebut delit, dan dalam bahasa belanda 
disebut delict. Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia 
arti delik diberi batasan yaitu : “perbuatan yang dapat dikenakan 
hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; 
tindak pidana”. Beberapa pendapat pakar hukum dari barat 
(Eropa) mengenai pengertian strafbaar feit, antara lain sebagai 
berikut:  
(1) Simons, memberi batasan pengertian strafbaar feit adalah 
suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan 
dengan sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh 
undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan 
yang dapat dihukum.  
(2) Pompe, strafbaar feit adalah suatu pelanggaran norma 
(gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja 
ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang 
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 Bambang Poernomo, , 1997, Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar KodifikasHukum 
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pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku 
tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.  
(3) Hasewinkel Suringa, strafbaar feit yang bersifat umum 
yakni suatu perilaku manumur yang pada suatu saat 
tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup 
tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus 
ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan 
sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat 
didalam undang-undang.  
 
Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai Strafbaar 
feit, antara lain sebagai berikut:  
1) Roeslan Saleh, mengartikan istilah strafbaar feit sebagai suatu 
perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang 
dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari adanya 
perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang 
melarang.  
2) Moeljatno menerjemahkan istilah “strafbaar feit” dengan 
perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang 
dilarang oleh suatu suatu aturan hukum larangan mana disertai 
ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa 
yang melanggar larangan tersebut.  
3) Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana 
adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau 
dalam Bahasa Belanda Strafbaar feit yaitu suatu perbuatan yang 
pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini 
dapat dikatakan merupakan "subyek" tindak pidana.  
 
Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat 
digolongkan 2 (dua) bagian, yaitu:  
(1) Tindak pidana materil Pengertian tindak pidana materil 
adalah,apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai 
perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa 
merumuskan wujud dari perbuatan itu.  
21 
 
 
(2) Tindak pidana formil. Pengertian tindak pidana formal yaitu 
apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai 
wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan 
oleh perbuatan itu. 
 
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Unsur tindak pidana dibedakan dari dua sudut pandang yakni 
pandangan monistis dan pandangan dualistis, sebagai berikut:  
1. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat 
syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat 
dan perbuatan. Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan 
monistis meliputi
22
: 
a) Ada perbuatan;  
b) Ada sifat melawan hukum;  
c) Tidak ada alasan pembenar;  
d) Mampu bertanggungjawab;  
e) Kesalahan;  
f) Tidak ada alasan pemaaaf.  
 
2. Pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara 
perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena 
itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana 
cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-
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undang yang memiliki sifat melawan hokum tanpa adanya suatu 
dasar pembenar. Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan 
dualistis meliputi:  
a) Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik. 
b) Ada sifat melawan hukum. 
c) Tidak ada alasan pembenar. 
 
2. Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Ringan 
Menurut M. Yahya Harahap Pemeriksaan Sidang Pengadilan, 
Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali menyatakan antara lain bahwa 
Tindak Pidana Ringan merupakan jenis tindak pidana yang dapat 
digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan
23
. Tetapi, 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) tidak menjelaskan mengenai tindak pidana yang termasuk dalam 
pemeriksaan acara ringan. Namun, KUHAP menentukan patokan dari segi 
“ancaman pidananya”. 
Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHAP tindak pidan ringan yaitu 
Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 
(tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500 (tujuh ribu lima 
ratus rupiah); Penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 
bagian ini (Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran lalu lintas) (Pasal 205 
ayat (1) KUHAP); Terhadap perkara yang diancam pidana kurungan paling 
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 Yahya Harahap. 2009, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Jakarta: Sinar 
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lama 3 (tiga) bulan atau denda lebih dari Rp 7500, juga termasuk wewenang 
pemeriksaan Tipiring (Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 18 
Tahun 1983).  
Berdasarkan uraian pengertian Tindak Pidana Ringan diatas, Penulis 
menemukan beberapa jenis-jenis Tindak Pidana Ringan yang terdapat pada 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu sebagai berikut:  
a) Mengganggu ketertiban umum (Pasal 172 )  
Barangsiapa dengan sengaja menganggu ketenganan dengan 
mengeluarkan teriakan-teriakan, atau tanda-tanda berbahaya palsu, 
diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana 
denda baling banyak Rp. 900 (Sembilan ratus rupiah).  
 
b) Mengganggu rapat umum (Pasal 174 )  
Barangsiapa dengan sengaja menganggu rapat umum yang diizinkan 
dengan jalan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam 
dengan pidana paling lama tiga minggu atau pidana denda paling 
banyak Rp. 900 (Sembilan ratus rupiah).  
 
c) Membuat gaduh pertemua Agama (Pasal 176 )  
Barangsiapa dengan sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang 
bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan 
atau upacara penguburan jenazah, dengan menimbulkan kekacauan 
atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu 
bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 1800 (seribu 
delapan ratus rupiah).  
 
d) Merintangi jalan (Pasal 178 )  
Barangsiapa dengan sengaja merintangi atau menghalanghalangi jalan 
masuk atau pengengkutan mayat ke kuburan yang diizinkan, diancam 
dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana 
denda paling banyak Rp. 1800 (seribu delapan ratus rupiah).  
 
e) Mengganggu jalannya sidang pengadilan Negeri (Pasal 217)  
Barangsiapa menimbulkan kegaduhan dalan siding pengadilan atau di 
tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang 
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sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah perintah oleh atau atas 
nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara 
paling lama tigga minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 1800 
(seribu delapan ratus rupiah).  
 
f) Merusak surat maklumat (Pasal 219 )  
Barangsiapa secara melawan hukum merobek, membikin tak dapat 
dibaca atau merusak maklumat yang diumukan atas nama penguasa 
yang berwenang atau menurut ketentuan undang-undang, dengan 
maksud untuuk mencegah atau menyukarkan orang mengetahui isi 
mkalumat itu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan 
dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu 
lima ratus rupiah).  
 
g) Kealpaan menghilangkan atau menyembunyikan barang sitaan (Pasal 
231 ayat (4))  
 
Jika salah satu perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpanan 
barang, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau 
pidana denda paling banyak Rp. 1800 (seribu delapan ratus rupiah).  
 
h) Penganiayaan Binatang (Pasal 302 ayat (1)).  
Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana 
denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus rupiah) karena 
melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:  
1) barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, 
dengan sengaja menyekiti hewan atau melukai hewan atau 
merugikan kesehatannya;  
2) barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas 
yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak 
member makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, 
yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada 
dibawah pengawasannnya, atau kepada hewan yang wajib 
dipelihara.  
 
i) Penghinaan Ringan (Pasal 315 )  
Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran 
atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di 
muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu 
sendiri lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau 
diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan 
pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana 
denda paling banyak Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah).  
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j) Penghinaan dengan tulisan (Pasal 321 ayat (1)).  
Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan di uka 
umum tulisan atau gambar yang isinya menghina atau bagi orang yang 
sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat 
atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam 
dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana 
denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus rupiah).  
 
k) Karena Kelalaiannya / kesalahannya orang menjadi tertahan (Pasal 
334 ayat (1)).  
 
Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan seseoarang dirampas 
kemerdekaannya secara melawan hukum, atau diterukannya 
perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana 
penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 
300 (tiga ratus rupiah).  
 
l) Penganiayaan Ringan (Pasal 352 ).  
Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk 
menjalakan kerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai 
penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan 
atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus 
rupiah).  
 
m) Pencurian ringan (Pasal 364 ).  
Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, 
begitu pula dengan perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 
5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan 
tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih 
dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah), diancam karena pencurian ringan 
dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda 
paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah).  
 
n) Penggelapan Ringan (Pasal 373).  
Apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari 
Rp. 25 (dua puluh lima rupiah), diancam sebagai penggelapan ringan 
dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda 
paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah).  
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o) Penipuan Ringan (Pasal 379).  
Jika perbuatan yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada 
barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari Rp. 25 (dua puluh lima 
rupiah) diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara 
paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua 
ratus lima puluh rupiah).  
 
p) Penerusakan Ringan (Pasal 407 ayat (1) dan Pasal 497 ).  
Pasal 407 ayat (1)  
“jika harga kerugian tidak lebih dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah) 
diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana 
denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah)”.  
 
Pasal 497  
“diancam dengan pidana denda paling tinggi Rp. 375 (tiga rtus tujuh 
puluh lima rupiah) :  
1) barangsiapa dijalan umum atau dipinggirnya, ataupun di tempat 
yang sedemikian dekatnya dengan bangunan atau barang, hingga 
dapat timbul bahaya kebakaran, menyalakan api atau tanpa perlu 
menembakan senjata api;  
2) barangsiapa melepaskan balon angin di mana digantungkan 
bahan-bahan menyala. 
 
3. Dasar Hukum dan Mekanisme Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan 
a) Dasar Hukum Tindak Pidana Ringan  
Dasar hukum diatur dalam bab keenam paragrap 1 pasal 205-210 
KUHAP.  
Pasal 205  
(1) Yang diperiksa menurut pemeriksaan tindak pidana ringan ialah 
perkara yang diancam dengan pidana penjara kurungan paling 
lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu 
lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan 
dalam Paragraf 2 Bagian ini.  
(2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelidik 
atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita 
acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa 
beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang 
pengadilan.  
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(3) Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama 
dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan 
kemerdekaan terdakwa dapat minta banding.  
 
Pasal 206.  
Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili 
perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.  
 
Pasal 207.  
(1) a.Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa 
tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap 
sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh 
penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke 
pengadilan;  
b. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang 
diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga.  
 
(2) a. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat 
dalam buku register semua perkara yang diterimanya.  
b. Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir,umur 
atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, 
agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan 
kepadanya.  
 
Pasal 208.  
Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak 
mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu.  
 
Pasal 209.  
(1) Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan 
selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta 
ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera.  
(2) Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam 
pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan 
berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.  
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Pasal 210.  
a. Ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian 
Ketiga bab ini tetap berlaku sepanjang perantaraan itu tidak 
bertentangan dengan Paragraf ini.  
b. Bagian kesatu (Panggilan dan dakwaan), Bagian kedua (memutus 
sengketa wewenang mengadili), dan bagian ketiga (acara 
pemeriksaan biasa) Bab XVI sepanjang tidak bertentangan 
dengan paragraph 1 diatas.  
c. Pasal-pasal dalam KUHP yang memuat ancaman pidana penjara 
atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda 
sebanyak-banyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah), 
Pasal 205 ayat (1) KUHP.  
d. Peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya 
yang termasuk wewenang tipiring berdasarkan KUHAP jo Surat 
Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 18 Tahun 1983. 
 
b) Mekanisme Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan 
Berdasarkan KUHAP mekanisme pemeriksaan tindak pidana 
ringan yaitu sebagai berikut
24
 : 
a. Yang menghadapkan terdakwa dalam sidang adalah polisi, 
bukan jaksa penuntut umum. Pasal 205 ayat (2) KUHAP 
menerangkan, dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), penyidik atau kuasa penuntut umum dalam waktu tiga hari 
sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan 
terdakwa dan barang bukti, sakti, ahli, dan atau juru bahasa ke 
sidang pengadilan.  
b. Mengadili dengan hakim tunggal, tingkat pertama dan terakhir, 
kecuali divonis penjara dapat banding. Dalam acara 
pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan 
                                                 
24
 Mohammad Taufik M. dan Suhasril, 2010, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, 
Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 121 
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mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan 
terakhir, kecuali dalam hal penjatuhan pidana perampasan 
kemerdekaan, terdakwa dapat minta banding (Pasal 205 ayat (3) 
KUHAP).  
c. Pemeriksaan hari tertentu dalam tujuh hari. Pengadilan 
menetapkan hari tertentu dalm tujuh hari untuk mengadili 
perkara dengan acara pemeriksaan tindak pemeriksaan ringan 
(Pasal 206 KUHAP). Penyidik memberitahukan kepada 
terdakwa tentang hari, tanggal, jam, dan tempat ia harus 
mengahadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan 
baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim 
ke pengadilan. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana 
ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari itu juga 
(Pasal 2017 ayat (1) a dan b KUHAP). Hakim yang 
bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku 
register semua perkara yang diterimanya. Dalam buku register 
dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, 
jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan 
terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya (Pasal 207 ayat 
(2) a dan b KUHAP)  
d. Saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali jika perlu. 
Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak 
mengucapkan sumpah atau janji, kecuali hakim menganggap 
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perlu (Pasal 208 KUHAP). Putusan dicatat oleh hakim dalam 
daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat 
dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang 
bersangkutan dan panitera. Berita acara pemeriksaan siding 
tidak dibuat, kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata 
ada hal yang tidka sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang 
diuat oleh penyidik (Pasal 209 ayat (1) dan (2) KUHAP). 
Ketentuan dalam bagian kesatu, bagian kedua, dan bagian ketiga 
bab ini tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan 
dengan paragraf ini (Pasal 210 KUHAP) 
 
4. Penegakan Tindak Pidana Ringan melalui Restorative justice 
Konsep restorative justice merupakan suatu konsep penyelesaian 
tindak pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban 
dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk 
bersama-sama berbicara. Penegakan Tindak Pidana Ringan melalui 
Restorative justice Konsep restorative justice merupakan suatu konsep 
penyelesaian tindak pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan 
membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam suatu 
pertemuan untuk bersama-sama berbicara
25
. Restorative justice 
mengedepankan proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan 
tindak pidana tersebut bermusyawarah untuk memecahkan masalah dan 
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 Marlina, 2012, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi 
danRestorative Justice, Bandung: Refika Aditama, , hlm 180. 
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memikirkan bagaimana mengatasi masalah tersebut serta akibat yang akan 
terjadi pada masa yang akan datang
26
. Restorative justice menawarkan 
beberapa cara dalam menyelesaikan konflik. Mereka melibatkan individu 
yang tidak terlepas dari insiden itu, tetapi secara langsung terlibat atau 
terpengaruh olehnya.  
Partisipasi masyarakat dalam proses tidak lagi abstrak, melainkan 
sangat langsung dan konkret. Proses ini sangat disesuaikan dengan situasi di 
mana pihak berpartisipasi secara sukarela dan masing-masing memiliki 
kapasitas untuk terlibat penuh dan aman dalam proses dialog dan negosiasi. 
John Braithwaite menjelaskan bahwa wacana restorative justice berfokus 
pada program restorative justice dalam masalah pidana, tetapi perlu dicatat 
bahwa proses restoratif yang digunakan untuk mengatasi dan menyelesaikan 
konflik di berbagai konteks dan pengaturan lainnya, termasuk sekolah dan 
tempat kerja.  
Restorative justice adalah suatu pendekatan keadilan yang 
memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, 
dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata 
memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam 
hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan 
juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu 
dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah merekaperbuat dengan 
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 http://anjarnawanyep.wordpress.com/konsep-diversi-dan-restorative-justice/ diakses pada hari 
kamis tanggal 22 Desember 2019 pada pukul 08:40. 
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meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan 
pelayanan masyarakat.  
Pendekatan Restorative justice memfokuskan kepada kebutuhan baik 
korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan Restorative 
justice membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan 
lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori 
keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya 
adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada 
negara. Restorative justice menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku 
akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas 
pelaku. Dalam bahasa Indonesia, maka diartikan bahwa Restorative justice 
sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, 
keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara 
bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya 
dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. 
Ciri-ciri dari proses menggunakan pendekatan restorative justice 
antara lain
27
: 
1) Fleksibilitas respon dari lingkungan, baik terhadap tindak pidana yang 
terjadi, pelaku maupun korban, bersifat individual dan harus dilihat 
kasus-perkasus.  
2) Respon yang diberikan atas perkara yang terjadi mencerminkan 
perhatian yang mendalam dan persamaan perlakuan bagi setiap orang, 
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 Jonlar Purba, 2017, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan 
Restorative Justice, Jakarta, Jala Permata Aksara, hal. 15 
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membangun pengertian antar sesama anggota masyarakat dan 
mendorong hubungan yang harmonis antar warga masyarakat untuk 
menghilangkan kerusakan akibat tindak pidana.  
3) Merupakan alternatif penyelesaian perkara diluar maupun dengan 
menggunakan sistem peradilan pidana formal yang berlaku dan 
mencegah stigma negatif yang timbul pada diri pelaku akibat proses 
tersebut. Pendekatan restoratif ini dapat menggunakan hukum pidana 
sebagai upaya penyelesaiannya baik dalam proses maupun pada jenis 
sanksi yang dijatuhkan.  
4) Pendekatan ini juga melingkupi usaha-usaha untuk memecahkan 
masalah yang terjadi dan menyelesaikan segala konflik yang timbul.  
5) Pendekatan restoratif ini merupakan usaha yang ditujukan untuk 
menghilangkan rasa bersalah pelaku dan merupakan media bagi usaha 
memenuhi kebutuhan korban.  
6) Pendekatan ini harus disertai usaha mendorong pelaku mendapat 
koreksi dan masukan bagi perubahan perilakunya dan mendorong 
pelaku bertanggungjawab melalui perbuatan-perbuatan yang berarti.  
7) Fleksibilitas dan variabel yang digunakan dalam pendekatan 
menggunakan paradigma ini dapat diadopsi dari lingkungan, tradisi 
hukum yang dalam masyarakat serta prinsip dan filosofi yang dianut 
sistem hukum nasional. 
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B. Tinjauan Umum Tentang Peran Kepolisian Dalam Penyelesaian 
Tindak Pidana Ringan 
1. Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum di Indonesia 
Sebagai penegak hukum, polisi sebagai penyidik yang berfungsi 
sebagai penjaga gawang, atau penentu untuk dapat lanjut atau tidaknya 
suatu perkara pada proses berikutnya perlu menentukan suatu kebijakan 
dengan memperhatikan berbagai aspek antara lain aspek yuridis dan aspek 
non-yuridis atau yang dikenal dengan pendapat Mulyadi tentang akpek 
ekstra yuridis termasuk aspek sosiologis, antropologis (kearifan 
lokal/hukum adat tersebut). Polisi sebagai penyidik dalam menjalankan 
tugas untuk saat ini masih cenderung menguntungkan kepastian hukum 
(asas legalitas formal) dengan mengenyampingkan keadilan, oleh karenanya 
dalam pelaksanaan tugas polisi sebagai penyidik tidak semata-mata 
memperhatikan aspek yuridis tetapi juga aspek non-yuridis yang 
disesuaikan dengan kearifan lokal maupun kearifan nasional yaitu nilai-nilai 
Pancasila
28
. 
Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan 
dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan 
lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial. Peran 
kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan 
dengan kedudukanya sebagai pelindung masyarakat. kedudukanya sebagai 
pelindung masyarakat.  
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 Erni Dewi, 2012, Kebijakan Polri Sebagai Penyidik terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian 
Ringan dalam Mewujudkan Keadilan (Studi pada wilayah Hukum Polda Lampung), MMH, 
Jilid 41 No. 2 April 2012  
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Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, tujuan, 
fungsi wewenang dan tanggung jawab yang selanjutnya menyebabkan pula 
timbulnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap tugas 
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan 
berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Berdasarkan keterangan 
dari narasumber yaitu Rosef efendi, peranan kepolisan memiliki peranan 
yang dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) dalam menanggulangi tindak 
pidana pelaporan palsu kehilangan sepeda motor di Polsek lampung selatan 
sesuai dengan definisi peranan oleh Soerjono Soekanto yaitu: 
4. Peranan yang seharusnya adalah peranan yang dilakukan seseorang 
atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku 
pada kehidupan masyarakat. Peranan yang seharusnya dilakukan 
kepolisian Polsek lampung selatan adalah melindungi, melayani 
masyarakat serta menjaga keamanan dan ketertiban umum sesuai 
dengan pasal 13 yang berbunyi: “Tugas pokok Kepolisian Negara 
Republik Indonesia adalah : a. Memelihara hukum dan ketertiban 
masyarakat; b. Menegakkan hukum dan c. Memberikan perlindungan, 
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.  
5. Penerapan peranan yang seharusnya dilakukan untuk melindungi, 
menegakkan hukum dan memelihara ketertiban masyarakat. 
Penerapan ini dilakukan dengan upaya upaya yang diharapkan dapat 
mencegah serta menanggulangi tindak pidana pelaporan palsu 
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kehilangan sepeda motor yang sesuai dengan fungsi, tugas dan 
wewenang kepolisian.  
6. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga 
yang didasarkan pada nilai-nilai ideal yang seharusnya dilakukan 
sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem. Peranan ideal 
yang dilakukan oleh kepolisian Polsek lampung selatan adalah dengan 
cara melaksanakan tugas-tugas dari setiap badan kepolisan agar dapat 
tegaknya hukum yang dalam hal ini tindak pidana laporan palsu 
kehilangan sepeda motor sesuai dengan kedudukan kepolisian dalam 
undang–undang yang berlaku sehingga dapat terselenggaranya 
masyarakat yang tertib dan aman.  
7. Peranan yang sebenarnya dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang 
didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau 
dimasyarakat sosial yang terjadi secara nyata. Peranan yang 
sebenarnya dilakukan oleh kepolisian adalah peranan kepolisian 
dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak 
hukum yang diharapkan dapat langsung bersentuhan dengan 
masyarakat, sehingga masyarakat dapat melihat langsung kinerja 
kepolisian dalam upaya penanggulangan kasus tindak pidana laporan 
palsu kehilangan sepeda motor ini.  
8. Peranan yang dianggap oleh dirinya sendiri yaitu peranan yang 
dianggap oleh dirinya sendiri adalah peranan menurut institusi atau 
lembaga itu sendiri.  
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Penegakan hukum merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam 
hal penegakan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut
29
: 
a. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan,  
b. Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak terlibat 
dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang 
berkaitan dengan masalah mentalitas,  
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan 
hukum. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana 
hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan 
kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi perilaku 
masyarakat. 
 
2. Wewenang, dan Tugas Kepolisian Republik Indonesia 
Berdasarkan konsep negara hukum, bahwa wewenang pemerintah 
berasal dari Peraturan Perundang-undangan. Berpijak pada konsep 
penyelenggaraan kepolisian adalah penyelenggaraan salah satu fungsi dari 
pemerintahan sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 
tentang Polri, maka asas legalitas menjadi prinsip utama dalam menjalankan 
prinsip dan wewenang kepolisian.  
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 Jonlar Purba, 2017, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan 
Restorative Justice, Jakarta, Jala Permata Aksara, hal.42  
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Secara teoritik menurut H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt 
wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh 
tiga cara, yaitu :  
a) Atributie yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat 
undang-undang kepada organ pemerintah.  
b) Delegatie yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu 
organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.  
c) Mandaat yaitu terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan 
kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. 
 
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam 
Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas Pokok 
Polri yang dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni :  
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;  
b. Menegakkan hukum;  
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 
masyarakat.  
 
Berdasarkan pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana disitir oleh 
R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah 
keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam 
keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau 
kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala 
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kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-
norma
30
.  
Dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban 
masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan represif. Tugas 
dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam 
wujud pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada 
masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram tidak 
terganggu segala aktivitasnya. Oleh karena itu langkah preventif, adalah 
usaha mencegah bertemunya niat dan kesepakatan berbuat jahat, sehingga 
tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas. Tugas-tugas di bidang represif, 
adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut 
ketentuan dalam Undang-Undang. Tugas represif ini sebagai tugas 
kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan 
kepada petugas Kepolisian. 
 
3. Kewenangan Kepolisian dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Ringan 
Melalui Mediasi Penal 
Dalam penanganan kasus pidana, sekilas mediasi penal hampir sama 
dengan yang kita kenal diskresi (discretion) yang dimiliki oleh lembaga 
sistem peradilan pidana kita, seperti kepolisian dan kejaksaan untuk 
menyaring kasus-kasus yang masuk untuk tidak meneruskan sebagian kasus 
tertentu melalui proses peradilan pidana. Namun demikian terdapat esensi 
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 Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, 1997, Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri, 
Jakarta, Dinas Hukum Polri, hlm. 22 
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yang berbeda dengan sistem diskresi tersebut. Mediasi penal lebih 
mengedepankan kepentingan pelaku tindak pidana dan sekaligus 
kepentingan korban, sehingga tercapai win-win solution yang 
menguntungkan pelaku tindak pidana dan korbannya. Dalam mediasi penal 
korban dipertemukan secara langsung dengan pelaku tindak pidana dan 
dapat mengemukakan tuntutannya sehingga dihasilkan perdamaian para 
pihak.  
Mediasi penal dilakukan dengan transparan sehingga dapat 
mengurangi permainan kotor yang seringkali terjadi dalam proses peradilan 
pidana tradisional. Mengingat banyaknya keuntungan yang ada pada 
mediasi penal, sebagaimana telah dipraktikan di beberapa negara, maka 
diperlukan upaya berupa kajian untuk menerapkan mediasi penal dalam 
proses peradilan pidana Indonesia sebagai bagian dari sistem peradilan 
pidana di Indonesia. Sistem peradilan pidana merupakan sistem yang terdiri 
atas sub-sub sistem seperti lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, lembaga 
pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, bahkan termasuk penasihat 
hukum. Dalam bekerjanya sistem peradilan pidana Indonesia berlandaskan 
pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai hukum formil untuk melaksanakan 
hukum pidana materiil. Dalam proses peradilan pidana, bekerjanya sistem 
peradilan pidana terdapat saling kebergantungan (interdepency) antara sub 
sistem satu dengan sub sistem lainnya.  
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Mediasi penal merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan 
restorative justice, yaitu konsep yang memandang kejahatan secara lebih 
luas. Konsep ini memandang bahwa kejahatan atau tindak pidana bukanlah 
hanya sekedar urusan pelaku tindak pidana dengan negara yang mewakili 
korban, dan meninggalkan proses penyelesaiannya hanya kepada pelaku dan 
negara (Jaksa penuntut umum).  
Lembaga Kepolisian mempunyai kewenangan untuk menentukan 
apakah suatu perbuatan diteruskan atau tidak diteruskan dalam proses 
peradilan pidana dengan alasan-alasan tertentu. Dalam perkara lalu lintas 
misalnya dalam kecelakaan lalu lintas, apabila hanya menimbulkan kerugian 
yang kecil atau luka yang kecil biasanya diselesaikan dengan mediasi di 
antara pelaku dan korban, dan pihak kepolisian sebagai saksi atas 
kesepakatan yang dicapai, perkara tidak diteruskan atas dasar kesepakatan 
bersama antara pelaku dan korban. Namun demikian jika kecelakaan akibat 
kelalaian tersebut menimbulkan kerugian yang besar seperti, nyawa maka 
mediasi tidak dapat dilakukan, adapun pembayaran ganti kerugian berupa 
biaya rumah sakit dan penguburan jenazah korban hanya sebagai salah satu 
pertimbangan yang nantinya digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan 
putusan kepada terdakwa
31
.  
Kesepakatan mengganti kerugian tidak menghapuskan tindak 
pidananya, karena pelaku tetap saja disidik dan diproses dalam sistem 
peradilan pidana. Selanjutnya bahwa proses mediasi penal yang dilakukan 
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oleh lembaga kepolisian dalam tindak pidana tertentu, bukanlah bentuk 
diskresi kepolisian, karena dalam diskresi kepolisian keputusan yang 
diambil justru bertentangan dengan peraturan sehingga melalui 
pertimbangan yang sangat banyak dan strategis untuk kepentingan orang 
banyak.  
Di sini pun peran polisi bukan sebagai mediator, melainkan hanya 
sebagai saksi yang menyaksikan diselesaikannya perkara pidana tersebut 
melalui kesepakatan perdamaian
32
. Di samping delik aduan biasanya 
masyarakat menyelesaikan sendiri perkara pidana dengan mediasi yaitu 
misalnya dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 
sekali pun tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku bukan merupakan delik 
aduan, akan tetapi berdasarkan alasan untuk kepentingan semua pihak dan 
keutuhan rumah tangga maka penyelesaian secara mediasi seringkali 
menjadi pilihan.  
Dalam mediasi pihak korban dapat meminta ganti kerugian kepada 
pelaku, namun demikian apabila terjadi kesepakatan dari pihak korban dan 
pelaku untuk mengganti kerugian, kesepakatannya tidak menghilangkan 
penuntutan, sehingga proses peradilan tetap berjalan sebagaimana mestinya, 
dan kesepakatan ganti kerugian hanya bersifat sebagai pertimbangan jaksa 
dalam mengadakan penuntutan, keputusan tetap di tangan hakim.  
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Mediasi penal di sini hanya bersifat memperingan tuntutan, oleh 
karena belum ada undang-undang yang mengatur pelaksanaan mediasi 
beserta kekuatan hukum dari akte kesepakatan hasil mediasi penal. Jadi 
pelaku tetap dipidana akan tetapi pidananya diperingan. Sementara itu 
dalam menangani kasus tindak pidana yang masuk ke dalam katagori 'delik 
biasa', seperti kasus-kasus yang mengandung unsur kelalaian seperti dalam 
Pasal 359 KUHP (karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain), 
serta dalam tindak pidana terhadap harta benda seperti Pasal 372 KUHP 
tentang penggelapan dan Pasal 378 tentang penipuan yang biasanya antara 
korban dan pelaku sudah saling mengenal, maka dapat dilakukan mediasi di 
mana korban dapat meminta ganti kerugian kepada pelaku dengan sebuah 
akta kesepakatan bahwa telah dilakukan pembayaran ganti kerugian kepada 
korban.  
Namun demikian meskipun telah dilakukan kesepakatan mengganti 
kerugian kepada korban, proses penuntutan terhadap pelaku tindak pidana 
tetap dilakukan, dengan alasan kejaksaan bekerja berdasarkan aturan 
normatifnya, selama belum ada aturan yang mengatur kedudukan mediasi 
penal dalam penuntutan berarti kasus tetap diproses, namun karena telah 
dilakukan pembayaran ganti kerugian, alasan tersebut hanya menjadi salah 
satu alasan pertimbangan Jaksa Penuntut untuk memperingan maksimum 
tuntutannya
33
.  
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Dalam hukum pidana tidak dikenal mediasi penal, namun demikian 
ada kesempatan bagi korban untuk menggugat ganti kerugian kepada pelaku 
melalui gugatan perdata dan proses peradilan pidana tetap dijalankan. 
Namun sebenarnya apabila kita mempermasalahkan mediasi penal dalam 
hal penentuan pengganti kerugian dari pelaku kepada korban hal ini 
dimungkinkan, yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan pidana bersyarat. Ganti kerugian terhadap korban dalam 
pidana bersyarat merupakan salah satu syarat khusus yang telah dilakukan 
oleh terpidana, di samping ketentuan pidana yang akan dijatuhkan oleh 
hakim tidak lebih dari 1 (satu) tahun untuk pidana penjara.  
Apabila dalam mediasi dicapai kesepakatan, maka mediator 
memberitahukan kepada penyidik bahwa telah dicapai kesepakatan melalui 
mediasi dengan pembayaran ganti kerugian dari pelaku kepada korban. 
Hasil kesepakatan mediasi penal merupakan putusan final, sehingga 
merupakan alasan penghapus penuntutan. Dengan adanya hasil kesepakatan 
maka penyidik menyatakan bahwa kasus tidak dilanjutkan kepada 
pelimpahan BAP kepada penuntut. Dalam pelaksanaan mediasi penal di 
tahap penuntutan ini dilakukan sekaligus negosiasi ganti kerugian antara 
pelaku dan korban. Mediasi penal pada tahap penuntutan ini merupakan 
kombinasi antara bentuk Victim-Offender Mediation dan Reparation 
Negotiation Programme.  
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Adapun pelaksanaan mediasi penal pada tahap penuntutan dapat 
digambarkan sebagai berikut : 
1. Jaksa penuntut umum dengan mempelajari tindak pidana yang 
dilakukan oleh pelaku berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, dapat 
menawarkan mediasi kepada korban dan pelaku tindak pidana.  
2. Mediasi dilakukan berdasarkan persetujuan secara suka rela dari 
pelaku dan korban tindak pidana. Jika kedua pihak menyetujui untuk 
dilakukan mediasi, maka persetujuan untuk mediasi diberikan kepada 
jaksa penuntut umum.  
3. Jaksa penuntut umum dapat berposisi sebagai mediator maupun dapat 
melakukan penunjukan mediator dari luar yang bersertifikasi.  
4. Mediator mempertemukan pihak pelaku dan korban tindak pidana.  
5. Pelaksanaan proses mediasi dilakukan secara rahasia, dalam arti 
semua peristiwa yang terjadi dan pernyataanpernyataan yang muncul 
selama mediasi tidak dapat dipublikasikan oleh semua pihak yang 
terlibat. Dalam mediasi penal ini diadakan rekonsiliasi dan 
pembayaran ganti kerugian kepada korban. Jika mediasi penal tidak 
mencapai kesepakatan, maka perkara pidana akan dilanjutkan dengan 
proses pemeriksaan di sidang pengadilan dengan dilakukan 
penuntutan terhadap tindak pidanannya. Dalam hal ini mediator tidak 
dapat bersaksi atas tidak tercapainya kesepakatan mediasi maupun 
atas segala sesuatu yang terjadi selama proses mediasi. Jika mediasi 
mencapai kesepakatan damai yang diterima oleh semua pihak, maka 
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akta kesepakatan berlaku sebagai putusan yang final dan tidak dapat 
diadakan penuntutan, sehingga dapat berfungsi sebagai alasan 
penghapus penuntutan. Mediasi ini jika mencapai kesepakatan maka 
hasilnya dapat digunakan sebagai alasan untuk menghapuskan 
menjalankan pidana bagi pelaku tindak pidana. Mediator pada tahap 
ini bisa dilakukan oleh hakim ataupun mediator dari luar pengadilan 
yang telah mendapatkan sertifikasi dan pelatihan. Mediasi ini adalah 
gabungan dari model Victim-Offender Mediation dan Reparation 
Negotiation Programmes. Hakim setelah mempelajari kasus dan 
tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dapat menawarkan 
mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara dengan 
perdamaian para pihak. Jika para pihak menyetujui, maka diadakan 
persetujuan secara suka rela untuk mengikuti penyelesaian perkara 
dengan cara mediasi baik oleh pelaku maupun oleh korban.  
 
Hakim dapat bertindak sebagai mediator ataupun dengan mediator di 
luar pengadilan yang telah memenuhi syarat dan bersertifikasi. Mediasi 
mempertemukan pihak pelaku dan korban, pada kesempatan ini diadakan 
rekonsiliasi antara korban dan pelaku, serta dilakukan pembayaran ganti 
kerugian yang diderita korban. Mediasi penal dilakukan berdasarkan prinsip 
rahasia, sehingga segala peristiwa yang terjadi dan segala pernyataan yang 
muncul dalam proses mediasi harus dirahasiakan oleh para pihak termasuk 
mediator. Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan maka proses 
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pemeriksaan di muka pengadilan akan dilanjutkan sebagaimana mestinya. 
Jika tercapai kesepakatan di mana para pihak saling menerima hasil 
kesepakatan (rekonsiliasi) dan disepakati pembayaran ganti kerugian oleh 
pelaku kepada korban, maka hasil kesepakatan yang dituangkan dalam akta 
kesepakatan menjadi berkekuatan tetap sebagaimana putusan pengadilan 
dan bersifat final, sehingga pelaku tidak dapat dituntut dan diadili kembali 
dalam proses peradilan pidana. Mediasi yang dilakukan pada tahap pelaku 
sedang menjalani pidananya khususnya pidana penjara, berfungsi sebagai 
alasan untuk menghapuskan kewenangan menjalankan sebagian pidana jika 
pelaku telah menjalankan sebagian pidananya.  
Untuk tindak-tindak pidana tertentu, pelaku dapat menawarkan kepada 
korban untuk mengadakan mediasi penal guna meringankan pidananya. Jika 
korban menyetujui permintaan mediasi dari pelaku tindak pidana, maka 
diajukan persetujuan mediasi kepada Jaksa penuntut umum sebagai 
eksekutor. Jaksa sebagai eksekutor akan mempelajari kemungkinan 
disetujuinya mediasi penal. 
Jika telah disepakati persetujuan mediasi maka mediasi dapat 
dilakukan dengan bantuan mediator yang ditunjuk maupun mediator luar 
yang telah diakui dan disertifikasi. Mediasi dilakukan dengan prinsip 
kerahasiaan (confindentiality) sehingga segala peristiwa dan pernyataan 
yang muncul dalam mediasi bersifat rahasia. Jika mediasi mencapai 
kesepakatan untuk berdamai dan kesepakatan pembayaran ganti kerugian, 
maka hasil kesepakatan tersebut berfungsi sebagai alasan utuk 
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menghapuskan kewenangan menjalankan pidana, sehingga terpidana dapat 
dibebaskan. Hasil kesepakatan perdamaian dan pembayaran ganti kerugian 
kepada korban dituangkan ke dalam akta kesepakatan yang bersifat final dan 
digunakan sebagai alasan untuk membebaskan terpidana dari pidana yang 
belum dijalaninya. Dalam dokumen penunjang Kongres PBB ke-9/1995 
yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana (yaitu dokumen 
A/CONF.169/6) diungkapkan perlunya semua negara mempertimbangkan 
“privatizing some law enforcement and justice functions” dan “alternative 
dispute resolu-tion/ADR” (berupa mediasi, konsiliasi, restitusi, dan 
kompensasi) dalam sistem peradilan pidana. Khususnya mengenai ADR, 
dikemukakan dalam dokumen itu sbb.
34
 : 
“The techniques of mediation, consi-liation and arbitration, which 
have been developed in the civil law environment, may well be more 
widely applicable in criminal law. For example, it is possible that 
some of the serious problems that complex and lengthy cases 
involving fraud and white-collar crime pose for courts could by 
reduced, if not entirely eliminated, by applying principles deve-loped 
in conciliation andarbitration hearings. In particular, if the accused is 
a corporation or business entity rather than an individual person, the 
fundamental aim of the court hearing must be not 21 to impose 
punishment but to achieve an outcome that is in the interest of society 
as a whole and to-collar crime pose for courts could by reduced, if not 
entirely eliminated, by applying principles deve-loped in conciliation 
andarbitration hearings. In particular, if the accused is a corporation 
or business entity rather than an individual person, the fundamental 
aim of the court hearing must be not 21 to impose punishment but to 
achieve an outcome that is in the interest of society as a whole and to 
reduce the probability of recidivism”.  
 
                                                 
34
 www.lppm.undip.ac.id Umi Rozah Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 
Membangun Mediasi Penal, Pembaharuan Hukum, Hukum Pidana ,Tahun 2009. 
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Telah dikemukakan di atas, bahwa di beberapa negara lain, mediasi 
penal dimungkinkan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan 
untuk kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga – domestic violence). 
Begitu pula di Indonesia, ketentuan mediasi penal terdapat pula dalam 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
35
. Serta pada 
ketentuan Gugurnya Kewenangan Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana di 
dalam Konsep RKUHP dalam ketentuan Pasal 152 (RKUHP 24 februari 
2017) mengenai Kewenangan penuntutan gugur, pada huruf d.
36
 Maka 
dimungkinkannya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan.  
Meskipun belum terdapatnya pengaturan yang secara mendetail, 
namun tentunya akan diatur lebih lanjut di dalam Rancangan KUHAP. Saat 
ini, hukum adat di Indonesia yang berlandaskan alam pikiran kosmis, magis 
dan religius sudah lama mengenal lembaga mediasi penal ini, antara lain di 
Sumatera Barat, Aceh, dan hukum adat Lampung Barat, Aceh, dan hukum 
adat Lampung
37
. Bahkan di Aceh (NAD) sudah dituangkan dalam Peraturan 
Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Kehidupan Adat.  
Mediasi penal sering dinyatakan merupakan ”the third way” atau ”the 
third path” dalam upaya ”crime control and the criminal justice system” dan 
                                                 
35
 Pasal 76 Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas: e. melakukan mediasi atas sengketa 
pelanggaran Hak Anak; 
36
 Pasal 152 (RKUHP 24 februari 2017) mengenai Kewenangan penuntutan gugur, pada huruf d 
(berbunyi: telah ada penyelesaian di luar proses peradilan pidana). 
37
 Hilman Hadikusuma. 1979. Hukum Pidana Adat. Bandung: Alumni; dan Natangsa Surbakti, 
Gagasan Lembaga Pemberian Maaf Dalam Konteks Kebijakan Pembaharuan Sistem 
Peradilan Pidana di Indonesia, Tesis S2 Hukum UNDIP, 2003. 
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telah digunakan di beberapa negara. Seberapa jauh kemungkinan itu dapat 
juga diterapkan di Indonesia, apa keterbatasan dan keunggulannya, serta 
bagaimana pengaturannya, tentunya memerlukan kajian yang mendalam dan 
komprehensif. Namun yang jelas, penyelesaian damai dan mediasi di bidang 
hukum pidana inipun sebenarnya sudah dikenal dalam hukum adat dan 
dalam kenyataan sehari-hari
38
.  
Menurut Gery Goodpaster dalam Trisno Raharjo, terdapat bentuk-
bentuk mediasi pidana dalam perkara pidana yaitu terdapat tiga bentuk 
victim offender mediator (VOM) yang tergantung pada hubungan yang 
berbeda yang ditanggung oleh proyek VOM dan legalisasi
39
. Bentuk VOM 
pertama adalah ketika pada tingkatan tertentu hukum acara pidana kasus 
mengacu kepada mediator yang ditekankan untuk mencapai kesepakatan 
antara korban dan pelaku kejahatan, maka jika tercapainya kesepakatan 
tersebut akan berpengaruh pada outcome dari public proceedings: baik 
gugatan akan diajukan, atau perjanjian akan berakhir pada penghukuman.   
Bentuk kedua VOM adalah sebagai upaya alternatif dalam litigasi 
hukum pidana atau divesion.dalam bentuk ini terdapat proses negosiasi atar 
pihak korban dengan pelaku kejatan yang bagian dari proses hukum perdata, 
                                                 
38
 Herry Kandati, 2013, Penerapan Mediasi Oleh Lembaga Kepolisian Republik Indonesia Dalam 
Penangganan Tindak Pidana Sebagai Perwujudan Restorasi Justitia Vol.I/No.5/Oktober-
Desember /2013 
39
 Marc Groenhuijsen, Victim-Offender-Mediation: Legal And Procedural Safeguards Experiments 
And Legislation In Some European Jurisdictions,Leuven, Oktober 1999, hlm. 4 Dalam 
Trisno Raharjo, 2011, Mediasi Pidana dalam Sistemm Peradilan Pidana Suatu Kajian 
Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia, Yogyakarta, Buku Litera dan Lab FH UMY, 
hlm. 42 
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maka dengan adanya proses negosiasi ini diharapkan tidak akan masuknya 
ksus tersebut dalam sistem peradilan pidana.  
Bentuk ketiga dari VOM berbatasan dengan sistem hukum pidana 
konvensional. Bentuk ketiga ini biasanya digunakan hanya sebagai alat 
pelengkap, sering digunakan setelah proses peradilan berjalan pada 
kasuskasus kejahatan dengan tindak keseriusan sangat tinggi dan dalam 
kontek pemenjaraan
40
. 
 
 
                                                 
40
 The UN draft document on Basic Principles menyatakan mengenai hubungan ini : 
“programprogram restorative justice sebaiknya ada pada setiap level hukum acara pidana” 
Dalam Trisno Raharjo, 2011, Mediasi Pidana dalam Sistemm Peradilan Pidana Suatu 
Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia, Yogyakarta, Buku Litera dan Lab FH 
UMY, hlm. 43 
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BAB  III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Ringan Yang Dapat Diselesaikan Tanpa 
Proses Pengadilan di Polsek Brebes 
1. Penanganan Tindak Pidana Ringan di Wilayah Hukum Polsek 
Brebes 
Tindak pidana ringan yaitu perkara yang diancam dengan pidana 
penjara atau kuruangan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-
banyaknya Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan 
ringan kecuali pelanggaran lalu lintas. Dengan penenganan perkara 
pidana tindak pidana ringan di wilayah hukum Polsek Brebes melalui 
Acara Pemeriksaan Cepat, yang mana pemeriksaannya dilakukan oleh 
penyidik atau pihak kepolisian terhadap tersangka dan atas kuasa 
penuntut umum dan saksi ke sidang pengadilan. Penanganan tindak 
pidana ringan di wilayah hukum Polsek Brebes bertujuan untuk 
menjamin adanya kepatuhan dan ketaatan hukum bagi masyarakat 
Kecamatan Brebes khususnya dan masyarakat sekitar umumnya. 
 
 
 
53 
 
 
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, berikut 
penanganan tindak pidana ringan di wilayah Hukum Polsek Brebes, 
sebagai berikut :  
Skema 1 
Penanganan Tindak Pidana Ringan di wilayah Hukum Polsek Brebes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : berdasarkan Wawancara bersama Bapak Ombing unit Reskrim Polsek Brebes, pada 20 Desember 2019 
 
Berdasarkan tabel diatas penanganan Tindak Pidana di wilayah 
hukum Polsek Brebes yaitu sebagai berikut :  
a. Adanya korban atau pihak ketiga yang mengalami, melihat, atau 
mengetahui kejadian tindak pidana di wilayah hukum Polsek 
Brebes;  
b. Korban atau pihak ketiga tersebut melakukan 
pelaporan/pengaduan ke bagian Sentra Pelayanan Kepolisian, 
atau meja informasi yang berada di Polsek Brebes, dalam Sentra 
Pelayanan Kepolisian korban atau pihak ketiga melakukan 
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pelaporan atau pengaduan dengan mengisi data diri serta n 
mengisi data diri serta pernyataan pelapor atau pengadu pada 
formulir yang telah disediakan oleh kepolisian;  
c. Setelah adanya pelaporan atau pengaduan, dari bagian Sentra 
Pelayanan Kepolisian, peristiwa tersebut diserahkan kepada Unit 
Reserse Kriminal (Reskrim) dengan menyerahkan Formulir 
yang sudah di isi oleh korban atau pihak ketiga. Pada Unit 
Reskrim, kepolisian yang bertugas melakukan penyelidikan 
terhadap peristiwa yang terjadi dengan langsung mendatangi 
tempat peristiwa kejadian atau menghubungi korban atau pihak 
terkait;  
d. Setelah melakukan penyelidikan, Unit Reskrim menggolongkan 
peristiwa tindak pidana tersebut apakah termasuk dalam tindak 
pidana berat atau tindak pidana ringan;  
e. Jika peristiwa tindak pidana tersebut tergolong tindak pidana 
berat maka akan di proses sesuai ketentuan yaitu melanjutkan 
proses penanganan perkara; Pemanggilan pelaku tindak pidana; 
Penangkapan dan penahanan; Pemeriksaan; Penggeledahan dan 
penyitaan; Penanganan barang bukti; Penyelesaian perkara; 
Pencarian orang, pencegahan dan penangkalan; Tindakan 
koreksi dan pemberian sanksi;  
f. Tetapi, jika tindak pidan tersebut tergolong dalam tindak pidana 
ringan maka akan diserahkan kepada Bhayangkara Pembina 
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Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) 
disetiap desa di wilayah hukum Polsek Brebes, dimana peristiwa 
tindak pidana ringan tersebut terjadi maka akan diserahkan 
kepada Babinkamtibmas desa tersebut. 
 
2. Bentuk-Bentuk Pelaporan Tindak Pidana yang Terjadi pada 
Wilayah Hukum Polsek Brebes 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Unit Pelayanan 
Perempuan dan Anak (PPA) Reskrim Polsek Brebes, Pelaporan kasus 
tindak pidana di wilayah hukum Polsek Brebes terdapat 45 kasus, 
terhitung dari bulan Januari hingga bulan Maret 2019, bermacam-
macam kasus tindak pidana yang terjadi dan dilaporkan ke Polsek 
Brebes, mulai dari kasus tindak pidana ringan sampai kasus tindak 
pidana berat sekalipun.  
Berikut ini rincian yang peneliti dapatkan mengenai laporan 
pelaporan kasus-kasus pada Polsek Brebes. 
Tabel 1  
Bentuk-Bentuk Tindak Pidana yang terjadi di wilayah hukum Polsek Brebes 
 
NO KASUS JUMLAH 
1 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 5 
2 Pencurian dengan Pemberatan 17 
3 Pencurian Biasa 3 
4 Perzinahan 1 
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5 Tipu Gelap 3 
6 Kroyok Aniaya 12 
7 Fidusia 3 
8 Pencurian dengan Kekerasan 1 
JUMLAH KASUS 45 
Sumber : unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Reskrim Polsek Brebes 
 
Berdasarkan tabel diatas, terdapat beberapa kasus, diantaranya 
kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang melanggar 
Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga terdapat 5 kasus. Kasus Pencurian 
dengan Pemberatan, yang melanggar Pasal 363 KUHP terdapat 17 
kasus yang terjadi di wilayah hukum Polsek Brebes. Kasus Pencurian 
Biasa, yang melanggar Pasal 362 KUHP terdapat 3 kasus yang terjadi. 
Kasus Perzinahan, melanggar tindakan kejahatan terhadap asusila 
yaitu Pasal 284 KUHP terdapat 1 kasus yang terjadi. Kasus Tipu 
Gelap atau pengelapan, yang melanggar Pasal 372 KUHP terdapat 12 
kasus yang terjadi. Kasus Kroyok Aniaya, yang melanggar Pasal 170 
Ayat 2 terdapat 12 kasus.  
Kasus Fidusia, yang melanggar ketentuan Pidana pada Pasal 35 
Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 
terdapat 3 kasus. Sedangkan pada kasus Pencurian dengan Kekerasan, 
yang melanggar Pasal 365 KUHP terdapat 1 kasus. Kasus yang sering 
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terjadi terhitung dari awal tahun 2018 yaitu Kasus Pencurian dengan 
Pemberatan yaitu terdapat 17 kasus, hal tersebut terjadi karena faktor 
individu yang bertingkah laku tidak baik yang menimbulkan 
kekacauan dalam masyarakat dengan melakukan tindakan pencurian 
dengan pemberatan ini. Kasus-kasus yang terdapat dalam tabel, 
menurut keterangan dari Unit PPA Reskrim Polsek Brebes yaitu kasus 
yang diselesaikan dengan jalur hukum, karena kasus-kasus tersebut 
tergolong dalam kasus tindak pidana berat yang harus diselesaikan 
melalui jalur hukum sampai Surat Perintah Penghentian Penyidikan 
(SP3). 
 
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang Terjadi 
pada Wilayah Hukum Polsek Brebes 
Berdasakan hasil penelitian yang penulis lakukan di wilayah 
hukum Polsek Brebes, bentuk-bentuk Tindak Pidana Ringan 
(Tipiring) yang terjadi dan diselesaikan diluar proses pengadilan 
melalui mediasi penal dengan adanya mediator sebagai penengah dari 
suatu kasus, mediator dalam proses mediasi penal berasal dari unsur 
kepolisian yaitu Babinkamtibmas. 
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Berikut ini kasus-kasus yang diselesaiakan melalui mediasi 
penal : 
Tabel 2 
Bentuk-bentuk Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang terjadi di wilayah 
hukum Polsek Brebes 
 
NO KASUS 
MOTIF 
KEJAHATAN 
WAKTU 
KEJADIAN 
JUMLAH 
1 Penganiayaan 
Ringan (Pasal 
352 KUHP) 
Pertikaian antar 
Kelompok 
28 Januari 
2019 
8 
Pertikaian antar 
Kelompok yang 
terpengaruh 
minuman keras 
16 Januari 
2019 
Pertikaian antar 
Kelompok 
5 Januari 
2019 
Perselisihan 
pemuda saat 
Lomba Mural 
10 Desember 
2018 
Perselisihan 
Pemuda 
23 
November 
2018 
Perselisihan 
Pemuda 
5 Maret 2018 
Perselisihan 
Pemuda 
8 April 2018 
Provokasi antar 
Supporter Bola 
8 Juni 2018 
2 Pencurian 
Ringan (Pasal 
364 KUHP) 
Pencurian 
sejumlah uang 
10 Maret 
2018 
3 
Pencurian 
barang 
milik 
masyarakat desa 
Saditan Baru 
8 Februari 
2019 
Pencurian 
Sampel Boneka 
8 Januari 
2018 
3 Penipuan 
Ringan (Pasal 
379 KUHP) 
Kegiatan tabung 
menabung, 
pelaku 
membawa uang 
tabungan 
Desember 
2018 
1 
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4 Menyebabkan 
Kebakaran  
(Pasal 188 
KUHP) 
Kebakaran 
Rumah 
24 
November 
2018 
1 
5 Menganggu 
Ketertiban 
Umum (Pasal 
172 KUHP) 
Perselisihan 
antar pihak 
(salah satu pihak 
mleyer knalpot 
dan 
memprovokasi 
warga) 
16 Desember 
2017 
2 
Perselisihan 
antar pihak 
(salah satu pihak 
membunyikan 
mercon dan 
mleyer knalpot) 
14 Desember 
2017 
Sumber : wawancara bersama Bapak Bripka Andri Bayu Babinkamtibmas 
 
Berdasakan tabel diatas terhitung dari tahun 2016 sampai tahun 2018 
terdapat 18 kasus tindak pidana ringan yang terjadi di wilayah hukum 
Polsek Brebes dan diselesaiakan melalui mediasi penal :  
a. Penganiayaan ringan  
Kasus yang sering terjadi di wilayah hukum polsek Brebes yaitu 
penganiayaan ringan, kasus ini sering disebabkan akibat pertikaian 
antar kelompok, kekerasan remaja, serta pengaruh minuman keras. 
Kasus yang terjadi terhadap penganiayaan ringan di wilayah hukum 
Polsek Brebes dari tahun 2016 sampai tahun 2018 terdapat 8 kasus, 
yang rata-rata pemicu tindak pidana ringan tersebut adalah perselihan 
antar kelompok yang pelaku nya yaitu pemuda desa.  
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1) Pada kasus penganiayaan ringan yang terjadi pada tanggal 05 
Maret 2018 antara Suroyo, warga Saditan Baru sebagai Pelaku, 
dengan Aldi Febrianto, warga Patran sebagai Korban. Kerugian 
yang dialami korban yaitu mengalami babak belur dengan 
kesakitan ringan berupa lecet-lecet dan memar di bagian muka, 
tangan dan badan. Peristiwa tersebut terjadi karena Pelaku 
merasa kesal kepada Korban akibat Korban tidak berlaku sopan 
saat berkunjung ke wilayah Pelaku. Proses penyelesaian yang 
dilakukan pada kasus tersebut yaitu dengan membuat 
kesepakatan melalui mediasi penal dengan menulis surat 
penyataan atau kesepakatan bersama. Isi dari surat kesepakatan 
dari kasus tersebut yaitu : antara Pelaku dan Korban saling 
memaafkan; Pelaku sanggup mengganti biaya Pengobatan dan 
sudah di berikan secara tunai; Korban sanggup beritikad baik 
dan berlaku sopan apabila berkunjung di wilayah Saditan Baru. 
Korban saling memaafkan; Pelaku sanggup mengganti biaya 
Pengobatan dan sudah di berikan secara tunai; Korban sanggup 
beritikad baik dan berlaku sopan apabila berkunjung di wilayah 
Saditan Baru.  
2) Pada 8 Juni 2018 terjadi Provokasi antar Supporter Bola yang 
mengakibatkan adanya penganiayaan ringan, antara Erik 
Fahrudin, Nade Susanto, dan Ernan Pranata sebagai pihak I 
dengan Agus Nur dalmadi, Aji Prasetyo, dan Aref Setyawan 
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sebagai pihak II. Kronologis peristiwa tersebut yaitu pada hari 
tersebut terdapat pertandingan bola yang kemudian muncul aksi-
aksi yang meresahkan dengan membuat tulisan-tulisan yang 
dianggap menjatuhkan ke salah satu tim sepak bola dan para 
supporter. Penyelesaian kasus Provokasi antar Supporter Bola 
awalnya ditenangkan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian yang 
kemudian pihak I dan pihak II bersepakat secara kekeluargaan 
dengan diawasi oleh pihak Babinkamtimbas Desa Saditan Baru, 
yang kemudian Pihak I dan Pihak II membuat Surat 
Kesepakatan Bersama yang menuliskan bahwa Pihak I dan 
Pihak II saling memaafkan, saling menjaga untuk tidak 
membuat atau memprovokasi supporter lain atau masyarakat 
sekitar untuk berbuat anarkis dan akan saling berkoordinasi 
bersama dengan jalan musyawarah.  
 
b. Pencurian ringan  
Kasus pencurian ringan yang terjadi disebabkan akibat faktor tertentu 
dari pelaku pencurian itu sendiri, kasus pencurian di wilayah hukum 
Polsek Brebes sering kali terjadi dan dilakukan oleh pelaku yang sama 
pula. Terhitung pada tahun 2019 ada 1 (satu) kasus pencurian ringan 
dan pada tahun 2018 terdapat 2 kasus pencurian ringan yang 
dilakukan oleh satu pelaku yang sama.  
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Pada tanggal 8 Januari 2018 telah terjadi pencurian Sampel Boneka 
yang yang menyebabkan Perselihihan antara Ibu Tri Purwanti, 33 
tahun sebagai Pelaku atau disebut Pihak I dan Ibu Apriyantinah, 34 
tahun sebagai Korban atau disebut Pihak ke II. Kerugian yang diderita 
pihak ke II yaitu kerugian Materiil maupun Immateriil, karena Pihak I 
telah memberikan kepada pada publik bahwa Sampel Boneka yang 
dicurinya yaitu hasil karya dari pihak I itu sendiri. Kejadian tersebut 
baru diketahui setalah beberapa hari kemudian, pada tanggal 08 
Januari 2018 Pihak I dan Pihak ke II bertemu secara langsung dengan 
di damping oleh pihak Kepolisian yaitu Babinkamtibmas Desa Saditan 
Baru. Pada hari bertemu tersebut, para pihak melakukan penyelesaian 
kasus dengan cara kekeluargaan atau melalui mediasi penal yang 
kemudian para pihak membuat Surat Kesepakatan Bersama yang 
berisi :  
a) Pihak I mengakui telah mencuri sampel boneka milih pihak ke 
II;  
b) pihak I meminta maaf kepada pihak ke II;  
c) pihak I sanggup memperbaiki nama baik pihak ke II, yang pada 
waktu kejadian telah menuduh atau menganggap pihak ke II 
menuduh tanpa bukti;  
d) pihak I sanggup untuk menghilangkan contoh produk di media 
social online hasil karya dari pihak ke II;  
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e) baik pihak I dan pihak ke II tidak akan saling mengancam atau 
melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan yang ada 
sangkut paut atau rangkaian kejadian ini.  
Yang kemudian dalam surat kesepakatan tersebut di tanda tangani 
oleh para pihak, saksi, serta mengetahui Babinkamtibmas Desa 
Saditan Baru. 
 
c. Penipuan ringan  
Kasus penipuan yang terjadi akhir-akhir ini di wilayah hukum polsek 
Brebes, terjadi pada masyarakat Desa Saditan Baru terkait Penipuan 
yang dilakukan oleh salah satu masyarakat Desa Saditan Baru  yang 
bermotif melakukan kegiatan tabung-menabung antar masyarakat, 
uang tabungan milik masyarakat Desa Saditan Baru tidak 
dikembalikan kepada masyarakat yang menabung, karena uang 
tersebut telah dibawa oleh pelaku penipuan. Tetapi, informasi yang 
penulis dapatkan perkembangan kasus tersebut telah selesai melalui 
mediasi penal dan asas kekeluargaan, karena pelaku telah 
mengembalikan semua uang milik masyarakat yang ikut menabung, 
meskipun dalam pengembalian uang tabungan tersebut tidak secara 
langsung kepada para pihak yang menabung, tetapi pelaku 
mengembalikan secara berlangsung kepada pihak yang menabung. 
Kasus yang terjadi pada bulan Desember 2018 ini telah berakhir pada 
bulan Maret 2019, pada kasus ini penulis tidak mendapatkan nama 
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pelaku maupun korban yang mengalami kerugian, penulis hanya 
mendapatkan info hasil wawancara bersama Bapak Iffanudin 
Babinkamtibmas Desa Saditan Baru. 
 
d. Mengganggu Ketertiban Umum  
Tindakan menganggu ketertiban umum yang terjadi pada akhir tahun 
2017 yaitu :  
1) Pada hari 16 Desember 2017 pukul 02.30 WIB sdr. Ardani 
dengan mengendarai sepeda motor RX King Nomor Polisi B 
3266 RT, mbleyer-bleyer motor (memainkan gas motor dan 
menimbulkan ketidak nyamanan terhadap warga) serta 
memprovokasi masyarakat sekitar, sehingga masyarakat sekitar 
merasa tidak nyaman dan marah akhirnya mencari sdr. Ardani, 
tetapi saat masyarakat melihat sdr.Ardani melarikan diri 
meninggalkan sepeda motor serta tas berisi celurit (senjata tajam). 
Sdr. Ardani dikerja oleh warga dan dibawa ke Polsek Brebes, 
yang kemudian masyarakat setuju menyelesaikan kasus ini 
dengan cara kekeluargaan atau melalui mediasi penal 
menyelesaikan dengan membuat Surat Kesepakatan Bersama 
yang berisi :  
a) segala kerusakan motor di tanggung oleh Pelaku;  
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b) pelaku sanggup untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan 
yang sifatnya mengganggu, memprovokasi, mengintimidasi 
masyarakat warga lembarawa dalam bentuk apapun;  
c) pelaku memohon maaf atas kesalahan yang dilakukannya dan 
tidak akan dendam kepada masyarakat brebes.  
2) Senin, 14 Desember 2017 terjadi peristiwa provokasi antar 
masyarakat untuk berbuat anarkis dengan membunyikan mercon, 
mblayer knalpot (memainkan gas motor), dan tindakan lainnya 
yang mengganggu masyarakat sekitar. Peristiwa tersebut 
dilakukan oleh sdr. Yoga, Tri Wijayanto, dan Daryanto 
masyarakat sebagai pihak I dan sdr. Anom Guntur, Gupyan 
Gwina Ging Sidharta, dan Poniman masyarakat sebagai pihak II. 
Kronologis kejadian tersebut para pihak dengan sengaja 
melakukan tindakan-tindakan tersebut, pihak I melakukan di 
wilayah brebes, sehingga memicu kekesalan masyarakat sekitar. 
Setelah diberhentikan oleh pihak kepolisian dan dipertemukan 
antara para pihak dan masyarakat sekitar, akhirnya menyetujui 
untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi penal dengan 
membuat Surat Kesepakatan Bersama yang berisi :  
a) masing-masing kedua belah pihak saling memaafkan;  
b) masing-masing kedua belah pihak saling menjaga untuk tidak 
melakukan tindakan yang memicu keresahan masyarakat 
sekitar;  
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c) apabila ada permasalahan yang menyangkut masyarakat 
dusun Banyumeneng dan dusun Patran, masing-masing 
sanggup akan mengendalikan masyarakatnya, kemudian akan 
dikoordinasikan bersama dengan jalan musyawarah.  
 
e. Menyebabkan Kebakaran  
Suatu kasus yang menyebabkan terjadinya kebakaran rumah yang 
disebabkan oleh anak pemilik rumah itu sendiri, pemilik rumah 
tersebut mengalami kerugian materiil yang cukup besar, karena 
hampir semua peralatan didalam rumah dan bangunan habir terbakar 
api.  
Penyebab kebakaran tersebut, dipicu karena anak dari pemilik rumah 
tersebut sedang mengalami putus cinta dengan kekasihnya, karena 
mengalami depresi akhirnya anak tersebut membakar barang didalam 
kamar yang kemudian membakar semua isi rumah. Setelah melalui 
beberapa pertemuan antara pelaku (anak) dan orang tua (pemilik 
rumah) dan didampingi oleh pihak Kepolisian Babinkamtibmas Desa 
Lembarawa akhirnya kasus tersebut diselesaikan melalui mediasi 
penal, orang tua atau pemilik rumah tersebut memaafkan anaknya atau 
pelaku dan bersepakat untuk tidak melanjutkan kasus tersebut ke meja 
hijau.  
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B. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Yang Melalui Pendekatan 
Mediasi Penal di Polsek Brebes 
1. Proses penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Mediasi Penal  
Pembahasan penulis sebelumnya yang menjelaskan mengenai 
penyelesaian tindak pidana ringan di wilayah hukum Polsek Brebes 
yang masih dalam proses pada unit Reskrim, berikut ini yaitu 
penyelesaian tindak pidana ringan yang terjadi di wilayah hukum 
Polsek Brebes melalui Pendekatan Mediasi Penal, yang mana dalam 
proses penyelesaiannya akan di bimbing oleh seorang Mediator yang 
berasal dari pihak kepolisian, sebagai berikut : 
Skema 1 
Proses Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Mediasi Penal di 
wilayah Hukum Polsek Brebes 
 
 
Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara bersama Bapak 
Bripka Andri Bayu selaku Babinkamtibmas Desa Lembarawa 
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Kecamatan Brebes , menjelaskan bahwa proses penyelesaian kasus 
tindak pidana ringan yang terjadi di masyarakat wilayah hukum 
Polsek Brebes, dilakukan melalui mediasi penal yang mana proses 
penyelesainnya dilakukan sebagai berikut :  
1. Saat adanya kasus yang terjadi di wilayah hukum Polsek Brebes, 
pihak kepolisian bisa saja mengetahui terlebih dahulu sebelum 
adanya pelaporan atau pengaduan dari pihak korban atau pihak 
ketiga;  
2. Tetapi, ada pula saat kasus tersebut terjadi atau setelah kasus 
tersebut terjadi di wilayah hukum Polsek Brebes pihak korban 
atau pihak ketiga baru melaporkan atau melakukan pengaduan 
ke pihak kepolisian;  
3. Setelah pihak kepolisian mengetahui adanya kasus yang terjadi 
di wilayah hukum Polsek Brebes, pihak kepolisian melakukan 
proses Penyelidikan, yang mana dalam proses ini pihak 
kepolisian menentukan apakah kasus tersebut tergolong dalam 
perkara tindak pidana atau bukan perkara tindak pidana;  
4. Kemudian, jika kasus tersebut tergolong dalam perkara tindak 
pidana, maka pihak kepolisan melakukan proses lebih lanjut 
yaitu penyidikan;  
5. Pada proses penyidikan, pihak kepolisian mencari alat bukti, 
keterangan saksi, dan mempertemukan kedua belah pihak, 
dalam proses ini pula pihak kepolisan mengajukan proses 
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penyelesaian seperti apa yang akan di gunakan, apakah melalui 
mediasi penal yang biasa dikenal dengan cara kekeluargaan atau 
melalui proses pengadilan dengan mengajukan tuntutan;  
6. Jika kedua belah pihak menyetujui proses penyelesaian perkara 
tindak pidana ringan melalui mediasi penal, maka akan 
dilaksanakan musyawarah penyelesaian yang diawasi oleh pihak 
kepolisian selaku mediator dalam proses mediasi penal perkara 
tersebut;  
7. Dari hasil proses mediasi penal dengan cara musyawarah 
penyelesaian maka para pihak akan membuat surat kesepakatan 
bersama yang di tanda tangani oleh para pihak, saksi, dan 
mengetahu pihak kepolisian untuk membuktikan bahwa para 
pihak telah benar-benar saling memaafkan dan tidak aka nada 
proses lebih lanjut kembali. 
 
2. Pengawasan Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Ringan 
Pengawasan mengenai tindak pidana ringan yang diselesaikan 
dengan mediasi penal dapat dilakukan dengan cara:  
a) Pengawasan Preventif.  
Pengawasan yang dilaksanakan dengan konsep dan pola 
pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan, 
dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa 
aman, tertib, dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya. 
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Jadi, pengawasan preventif adalah usaha mencegah adanya niat 
dan kesepakatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan 
atau kriminalitas.  
b) Pengawasan Represif.  
Pengawasan dengan mengadakan penyidikan atas kejahatan dan 
pelanggaran menurut ketentuan dalam Undang-Undang. 
Pengawasan represif ini merupakan bagian dari tugas kepolisian 
dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang 
dibebankan kepada petugas Kepolisian.  
Menurut penjelasan dari Bapak Bripka Andri Bayu selaku 
pihak dari Babinkamtibmas Polsek Brebes menjelaskan bahwa 
pengawasan yang diterapkan setelah dilakukannya proses mediasi 
penal, lebih menekankan pada pengawasan preventif, karena 
pengawasan preventif bersifat untuk mencegah pelaku melakukan 
suatu tindak pidana. Tindakan pencegahan dalam hal ini, dilakukan 
dengan cara sosialisasi kepada masyarakat mengenai berbagai aturan 
pidana ataupun materi pidana dengan menyampaikan pula sanksi 
pidana yang akan dikenakan jika pelaku melakukan tindak pidana 
tersebut, maka dengan dilakukannya pengawasan preventif diharapkan 
tidak terjadi lagi tindak pidana ringan di wilayah hukum Polsek 
Brebes. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
1. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Ringan Yang Dapat Diselesaikan 
Tanpa Proses Pengadilan Di Polsek Brebes 
Kasus tindak pidana ringan yang sering terjadi di wilayah hukum 
Polsek Brebes yaitu penganiayaan ringan, pencurian ringan, penipuan 
ringan, dan Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi 
orang atau barang, seperti Perbuatan melawan hukum membahayakan 
keamanan umum bagi orang atau barang yang terjadi pada akhir tahun 
2018 yaitu terjadi kebakaran rumah yang disebabkan oleh anak 
pemilik rumah, setelah melalui mediasi penal terhadap kasus tersebut 
orang tua atau pemilik rumah tersebut memaafkan anaknya atau 
pelaku dan bersepakat untuk tidak melanjutkan kasus tersebut ke meja 
hijau.  
 
2. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Yang Melalui Pendekatan 
Mediasi Penal Di Polsek Brebes  
Berdasarkan hasil penelitian, pihak Kepolisian menjelaskan bahwa 
proses penyelesaian kasus tindak pidana ringan yang terjadi di 
masyarakat wilayah hukum Polsek Brebes, dilakukan melalui mediasi 
penal yang mana proses penyelesainnya dilakukan sebagai berikut: 
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Laporan dari korban atau pihak ketiga kepada Polisi mengenai kasus 
yg terjadi; Kepolisian melakukan penyelidikan terhadap kasus yg 
dilaporkan; Kemudian, jika kasus tersebut masuk dalam perkara 
pidana maka, kepolisian melakukan tindakan lebih lanjut yakni 
penyidikan; Setelah proses penyidikan dilakukan, Kepolisian 
mempertemukan kedua belah pihak untuk melaksanakan musyawarah 
untuk menentukan penyelesaian kasus apakah melalui pengadilan atau 
mediasi penal; Jika kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan 
melalui mediasi penal, maka pihak Kepolisian secara otomatis akan 
menjadi mediator dalam penyelesaian kasus tersebut; Untuk 
penyelesaian lebih lanjutnya, akan diarahkan oleh Mediator yang 
kemudian akan ditentukan oleh masing-masing para pihak 
berdasarkankesepakatan; Hasil kesepakatan dari para pihak 
berdasarkan arahan dari Mediator akan menghasilkan surat 
kesepatakan bersama yg berisi bahwasanya para pihak saling 
memaafkan dan bertanggungjawab satu sama lain. Laporan dari 
korban atau pihak ketiga kepada Polisi mengenai kasus yg terjadi; 
Kepolisian melakukan penyelidikan terhadap kasus yg dilaporkan; 
Kemudian, jika kasus tersebut masuk dalam perkara pidana maka, 
kepolisian melakukan tindakan lebih lanjut yakni penyidikan; Setelah 
proses penyidikan dilakukan, Kepolisian mempertemukan kedua belah 
pihak untuk melaksanakan musyawarah untuk menentukan 
penyelesaian kasus apakah melalui pengadilan atau mediasi penal; 
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Jika kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui mediasi 
penal, maka pihak Kepolisian secara otomatis akan menjadi mediator 
dalam penyelesaian kasus tersebut; Untuk penyelesaian lebih 
lanjutnya, akan diarahkan oleh Mediator yang kemudian akan 
ditentukan oleh masing-masing para pihak berdasarkan kesepakatan; 
Hasil kesepakatan dari para pihak berdasarkan arahan dari Mediator 
akan menghasilkan surat kesepatakan bersama yg berisi bahwasanya 
para pihak saling memaafkan dan bertanggungjawab satu sama lain.  
 
B. Saran  
1. Dalam rangka untuk menghindari dan mengurangi resiko terjadinya 
tindak pidana ringan di wilayah hukum Polsek Brebes, maka harus 
ada kerjasama yang dilakukan antara Polsek Brebes dengan 
Masyarakat. 
2. Polsek Brebes dalam hal ini dapat membantu masyarakat melalui 
beberapa cara diantaranya: pendampingan terhadap aturan-aturan 
hukum yang mungkin sulit untuk dipahami oleh masyarakat, 
memberikan berbagai fasilitas yang dapat mendukung 
kegiatan/aktivitas masyarakat, memberikan akses yang mudah kepada 
masyarakat untuk mendapatkan kebutuhannya, serta melayani segala 
urusan yang dibutuhkan masyarakat dengan semaksimal mungkin agar 
tercapainya keamanan, ketertiban, dan ketentraman dalam masyarakat. 
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